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Abstrak 
Lutfatul Latifah, NIM. 019100146 
 
KEBEBASAN BERTINDAK BAGI ISTRI MENURUT HUKUM ISLAM, KRISTEN DAN UNDANG-
UNDANG No. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN 
 
       Masalah yang menjadi kajian dalam penulisan skripsi ini adalah: sejauh manakah hak dan 
kewajiban istri dalan runah tangga nenurut Hukum lslam, Kristen dan Undang -Undang No 1 
1974 tentang perkawinan, sanpai dimanakah kebebasan bertindak bagi istri dalam rumah 
tangga, masyarakat dan lingkungan kerjanya. Adapun metode penelitian yang dipakai dalam 
penulisan skripsi ini dengan sumber datanya berasal dari beberapa leteratur yang bisa dijadikan 
rujukan karena merupakan penelitian kepustakaan (library research), metode pengolahan 
datanya secara kualitatif melalui proses yaitu: editing dan pengumpulan data untuk 
merumuskan deskripsi, sedang analisa datanya menggunakan metode induktif dan deduktif. 
 
       Penelitian ini memberikan suatu kesimpulan bahwa: (1)  pada dasarnya Islam, Kristen 
menegaskan bahwa kendali hak dan kewajiban istri terletak pada suami, istri berkewajiban 
untuk patuh dan hormat pada suami sebagai kepala rumah tangga yang bertanggung jawab 
atas nafkah istrinya. Sedangkan dalam undang-undang perkawinan, istri mempunyai hak yang 
sebanding dengan suami baik dalam masalah keluarga ataupun perbuatan lainnya, (2) 
kebebasan bertindak bagi wanita dalam rumah tangga, agama Islam dan Kreisten membatasi 
kebebasan kebabasan oleh adanya ikatan perkawinan, dimana wanita dalam bertindak harus 
mempertimbangkan keberadaan dirinya sebagai istri dan ibu dari anak-anak suaminya. Dan 
didalam undang-undang perkawinan wanita mempunyai keseimbangan hak yang sama dengan 
pria, sehingga wanita bebas untuk menentukan keberadaan dirinya. Apakah unuk bekerja atau 
tidak, hal itu merupakan haknya. Sedangkan kebebasan dalam masyarakat dan lingkungan 
kerja ketiga hukum tersebut sepakat, bahwa wanita harus bisa membedakan kegiatan dalam 
masyrakat dan lingkungan kerja pada batas yang sopan dan sesuai dengan kodratnya sebagai 
wanita yang bermoral. 
 


